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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 169/PMK.04/2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 111/PMK.04/2013 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN BEA MASUK

Menimbang

DAN/ATAU CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai tata cara penagihan Bea
Masuk dan/atau Cukai telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang
Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai;

bahwa untuk mengatur ketentuan mengenai penagihan
kekurangan Cukai sebagai akibat kenaikan golongan
Pengusaha Pabrik dan/atau penggolongan harga jual
eceran per batang atau gram, menyesuaikan pihak yang
melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas
Penyerahan Hasil = Tembakau, dan melakukan
optimalisasi kegiatan penagihan Bea Masuk dan/atau
Cukai kepada Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai,
perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan
mengenai tata cara penagihan Bea Masuk dan/atau
Cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

Menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013
tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau

Cukai;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013
tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
111/PMK.04/2013 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN BEA
MASUK DAN/ATAU CUKALI

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea
Masuk dan/atau Cukai (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1003), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai.
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Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan
Undang-Undang  Kepabeanan yang  dikenakan
terhadap barang yang diimpor.
Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai
sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Cukai.
Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai adalah
serangkaian tindakan agar Penanggung Bea Masuk
dan/atau Cukai melunasi utang Bea Masuk
dan/atau Cukai, Biaya Penagihan Bea Masuk
dan/atau Cukai, dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika
dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan Pencegahan, melaksanakan Penyitaan,
melaksanakan Penyanderaan, dan menjual barang
yang telah disita.
Utang Bea Masuk dan/atau Cukai adalah pajak
berupa Bea Masuk dan/atau Cukai yang masih harus
dibayar termasuk sanksi administrasi berupa denda
dan/atau bunga berdasarkan Undang-Undang
Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai.
Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah
Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, meliputi:
a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya; atau
c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Pratama.
Pejabat Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut
Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-

Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
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Surat Tagihan di Bidang Cukai yang selanjutnya
disebut STCK-1 adalah surat berupa ketetapan yang
digunakan untuk melakukan tagihan utang Cukai
yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan
Cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau
bunga.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh
Pejabat untuk menegur atau memperingatkan
penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai untuk
melunasi utang Bea Masuk dan/atau Cukai, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh)
yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak
dibayar pada waktunya.

Surat Teguran di Bidang Cukai yang selanjutnya
disebut STCK-2 adalah surat yang diterbitkan oleh
Pejabat untuk menegur atau memperingatkan
penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai untuk
melunasi utang Cukai yang tidak dibayar pada
waktunya, kekurangan Cukai, sanksi administrasi
berupa denda, dan/atau bunga.

Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai adalah orang
pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas
pembayaran Bea Masuk, Cukai, sanksi administrasi
berupa denda dan/atau bunga, termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
kepabeanan dan cukai termasuk Pengusaha
Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) menurut
Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang
Cukai.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
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perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai yang
dilaksanakan oleh Jurusita Bea dan Cukai kepada
Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang
meliputi seluruh Utang Bea Masuk dan/atau Cukai.
Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta
kekayaan milik Penanggung Bea Masuk dan/atau
Cukai yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar
terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat
perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau
nilai.

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa
penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan
efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden,
bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi
efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi
nasabahnya.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar
Utang Bea Masuk dan/atau Cukai dan Biaya
Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Bea dan Cukai
untuk menguasai barang Penanggung Bea Masuk
dan/atau Cukai, guna dijadikan jaminan untuk
melunasi Utang Bea Masuk dan/atau Cukai menurut
peraturan perundang-undangan.

Pencegahan adalah larangan sementara terhadap
Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai tertentu
untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia
berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu
kebebasan Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai

dengan menempatkannya di tempat tertentu.



